BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa masa jabatan Bupati Merangin dan Wakil Bupati
Merangin Periode 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 21
September 2023 dan akan ditunjuk Penjabat Bupati Merangin
untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah;

b. bahwa sampai dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Merangin
definitif agar pembangunan daerah di Kabupaten Merangin
tetap terselenggara dengan baik, diperlukan adanya dokumen
Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah,
maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);
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Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3903)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pembentukkan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun
2013-2033 (Lembaran Dacrah Provinsi Jambi Tahun 2013
Nomor 10);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 03);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 201'4
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2014 Nomor 04);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD) KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Merangin.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai
dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
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Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan
pilihan, yang melibatkan berbagai unsur -pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2008-2028, yang selanjutnya disebut RPJPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3
(tiga) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026, yang
selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
PD untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat
RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1
(satu) Tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja
PD, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya
disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu
Bupati dalam Perencanaan Pembangunan.

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka waktu panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara Negara dan Masyarakat Kabupaten Merangin.,

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi
yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan
sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang
direncanakan.

Sasaran adalah terget atau hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

'Stre}tegi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil olehPemerintah
Daerah untuk mencapai tujuan.

Program Slldalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau
masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah
untu'k mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
Bersifat indikatif adalah bahwa tata dan informasi, baik
tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan
dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya
merupakan indikasi yanghendak dicapai dan tidak kaku.
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Pasal 2

(I) RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan
menengah daerah sebagai landasan dan pedoman untuk
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan
Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026;

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih
lanjut dalam RKPD Kabupaten Merangin.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman
dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan
berpedoman pada:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;

b. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas
nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2040;

c. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028;

d. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja Daerah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018 -2023;

€. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi;

f. Isu strategis dan kebijakan nasional; dan

g. Peraturan perundang -undangan.

Pasal 4

(1) Maksud dari RPD adalah untuk memayungi serta memberikan
arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku
pembangunan yaitu Pemerintah Daerah, swasta dan
masyarakat Tahun 2024-2026.

(2) RPD merupakan pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan
dalam menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan
kebijjakan umum pembangunan daerah serta merumuskan
program prioritas pembangunan selama empat tahun agar
mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat
berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai
dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan

b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra PD, RKPD
dan Renja PD.

BABII
SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

(1) RPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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BAB I11 : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DAERAH

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI  : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PRIORITAS

BAB VIl : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BABIX :PENUTUP

(2) Dokumen RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB Il
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan RPD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana
pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan
dan pengawasan,

(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan setiap tahun sesuai peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

(1) Perubahan RPD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
ketidaksesuaian antara perencanaan dengan Kkondisi
eksisting;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya
kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian
kinerja sampai dengan tahun berjalan;
terjadi perubahan yang mendasar; dan
perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-
2026 Kabupaten Merangin dapat dilakukan tanpa melalui
tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal
terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar
biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi.

o

(2) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman perubahan Renstra Perangkat Daerah dan
penyusunan RKPD tahun selanjutnya.
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Pnanl 8

Perubahan  Rencana  Pembangunan  Daerah  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI MERANGIN,

P

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

—

F MAN
BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2023 NOMOR. 4.

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download
sandra.fitriasari
Typewritten text
31   Maret

sandra.fitriasari
Typewritten text
31   Maret

sandra.fitriasari
Typewritten text
4


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)
KABUPATEN MERANGIN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Daerah merupakan usaha Pemerintah Daerah secara
sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah dalam
rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan
kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik
dan daya saing daerah sesuai dengan kewenangan daerah. Untuk
melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah tentunya
perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk
menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, serta sebagai satu
kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematik,
terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri
atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Merangin
Tahun 2018- 2023 atau periode ketiga pelaksanaan RPJPD Kabupaten
Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028, Pemerintah Kabupaten Merangin
berkewajiban menyusun kembali Perencanaan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Merangin. Sejalan dengan kondisi di atas, Kebijakan Pemerintah
melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonomi Baru, yang salah satunya menginstruksikan Bupati/Wali Kota yang
masa jabatannya berkahir Tahun 2023, agar menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
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BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun
2024-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten Merangin periode tahun 2024-2026 atau periode
lima tahunan keempat/akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Merangin Tahun 2008-2028. Sebagai
dokumen perencanaan strategik daerah, RPD memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan pembangunan daerah periode tahun 2024-2026, yang
penyusunannya berpedoman pada RPJPD, serta memperhatikan RPJMD
Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, RPJMN Tahun 2020-2024, hasil evaluasi
pembangunan, isu-isu strategis dan berbagai kebijakan /regulasi yang berlaku.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Periode
2024-2026 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) yang selanjutnya menjadi acuan dalam
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah (Renja-FD).

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 mempunyai
kedudukan yang sangat strategis, karena selain sebagai bagian dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah dan juga menjadi pedoman bagi
Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin selama periode Tahun 2024-2026
yang merupakan tahun transisi kepemimpinan daerah sebagai akibat
kebijakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun
2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, khususnya
menghindari kekosongan RKPD, maka RPD Kabupaten Merangin Tahun 2024-
2026 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama
dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil
pemilihan kepala daerah tahun 2024.

BUPATI MERANGIN,

C—

URI
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